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Penelitian ini berawal dari hasil observasi penulis dengan beberapa pihak di 

Pengadilan Agama Tanjung yang mengatakan bahwa jumlah perkara perceraian 

dengan tergugat yang ghaib sejak tahun 2016-2018 selalu mengalami 

peningkatan, sehingga peneliti berinisiatif untuk melakukan wawancara dengan 

salah seorang Hakim Pengadilan Agama Tanjung yang sering menangani perkara 

perceraian dengan tergugat ghaib. Menurut beliau terjadinya penumpukan perkara 

ghaib ini diakibatkan karena banyaknya karyawan perusahaan yang berpindah 

dari satu tempat ke tempat yang lain, di tambah lagi dengan masa pemanggilan 

hingga ke persidangan yang begitu lama. Hal ini dianggap sudah kurang efisien 

dan dapat dikatakan kurang memperhatikan kepentingan pengaju, justru 

berlebihan dalam memperhatikan kepentingan tergugat/termohon saja.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat pihak Pengadilan 

Agama Tanjung tentang waktu pemanggilan ghaib serta alasan mendasar pihak 

Pengadilan Agama Tanjung dalam mengambil keputusan tentang waktu 

pemanggilan ghaib.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif untuk sumber data peneliti yaitu pihak 

Pengadilan Agama Tanjung yaitu Hakim, Panitera, Jurusita dan Penggugat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat pihak Pengadilan Agama 

Tanjung berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jika digunakan pada 

zaman sekarang maka pencapaiannya sudah tidak efektif dan efisien, karena 

media dan alat yang digunakan untuk pemanggilan sudah tidak memenuhi aspek-

aspek komunikasi dan mass media modern oleh karena hal ini maka 

menyebabkan asas peradilan agama tidak terpenuhi secara sederhana, cepat dan 

biaya ringan.  

Alasan yang mendasari pendapat Pihak Pengadilan Agama Tanjung tentang 

waktu pemanggilan ghaib sudah sah dan patut sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974, yang mana pihak Pengadilan Agama dalam memanggil tegugat yang 

tidak diketahui alamatnya (ghaib) menggunakan alat seperti radio, papan 

pengumuman Pengadilan Agama, info melalui website dan mass media laiinya 

sedangkan untuk waktu pemanggilan pertama dan kedua berjarak satu bulan, dari 

pemanggilan kedua kepersidangan sekurang-kurangnya berjarak 3 bulan.  




